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BUPATI BUTON
PROVINS] SULAWES] TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 032 TAHUN 2016

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN PEDOMAN PENGELULAAN

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI BUTUN,

a. bahwa untuk melsksanskan ketentuan Pasal 96 dan Pasal

81 Peraturan Pemecrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-UIndang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor € Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat
desa, perlu menetapkan Pengalokasian dan Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Tahun
Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengalokasiandan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana
DesaKabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lemnbaran Negara Republik Indounesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarzkalan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5430);

Undang-Undeng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495):

Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubszhan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomeor 4737);

Peraturan Pemcrintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tehun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten/Kota Kepada Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
tentang Pedoman Administrasi Desa;

Peraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;



Menetapkan
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tcntang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
‘Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa;

Pcraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Daersh Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerzah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2015
tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2015 Nomor 104);

Peraturan Dacrah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor
107);

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun
2015 Nomor 110);

Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Peraturan Bupati Buton Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap diLingkungan
Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
Peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN
PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BUTON TAHLUN ANGGARAN 2016.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o
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12.

Dacrah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Buten.

Satuan Kerpja Kabupaten yang selanjutnya disingkat
Satker Kabupaten adalah Satuan Kerja Kabupaten
yang ditetapkan oleh Bupati Buton dengan Surat

Keputusan yang melakukan pendampingan,
pembinaan dan pengendalian ADD.

Kelompok Kerja Kesekretariatan adalah kelompok kerja
yang dipimpin oleh Sekretaris Satker Tingkat
Kabupaten scbagai Kepala Sckretariat yang secara
khusus menangani dan membantu kelancaran
pelaksanaan pengelolaan ADD.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buton.

Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat
Pemerintah Kabupaten Buton.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra
atau sebutan lain adalah Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesra pada Kantor Camat.

Anggaran DPcndapatan dan Belanja Daersh, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton
yang merupakan rencana keuangan tahunan
pemeriniahan dacrah yang ditctapkan dengan
Peraturan Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus  urusan pemcerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusarn
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa
stbagai unsur penyclenggara Pemcrintahan Desa.
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Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai  wewenang,  lugas, dan  kewajiban
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pcmerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan vang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
discbut APBDecsa, adalah rencana kecuangan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten
setelah dikurangi Dana Alckasi Khusus.

Pemegang Kekuasaan Pengrelolaan Keuangan Desa
yang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa
alau scbulan nama lain yang karena jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang

selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat
desa yang membantu Kepala Desa untuk
melaksanakan pcngelolaan kcuangan desa.

Sekrctaris Desa adalah bertindak sclaku koordinator
pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Bendahara adalah unsur perangkat desa yang
menatausahakan keuangan desa.

. Tim Pengelcla Kegiatan, yang selanjutnya disebut TPK

adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan
surat keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa
dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk

melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yvang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa
dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang,jasa.
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Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang
dibcntuk atas prakarsa pemerintah desa dan
masyarakat yang diatur dalam peraturan desa sesuai
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, seperti
rukun tetangga, pembinaan kesejahteraan keluarga,
karang taruna, lembaga adat, lcmbaga keagamaan,
majelis taglim, kader posyandu, dan lembaga
pemberdayaan masyarakat desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan Desa vyang
menampung scluruh penerimaan Desa dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
Bank yang ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari
seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa
melalui rekening kas desa.

Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari
APEDesa melalui rckening kas desa.

Asct Dcesa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban
APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah,

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa
barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat
RKF Desa, adalah penjabaran dari RFJM Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Decsa,
selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana
Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6
{enam) tahun.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaralan
Nesa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusvawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang
selanjutnya disingkat  Musrembangdes  adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh
APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD.
Badan Usaha Milik Desa, selanjumya disebut BUM
Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertasn
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan
usaha lainnva untuk scbcsar-besarnya kescjahtcraan
masyarakat Desa.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu
Maksud

P'asal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program
penyclenggaraan Pemerinlahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

ADD diberikan kepada Desa bertujuan untuk:

a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
dalam  melaksanakan pelayanan  pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan sesuai
kewenangannya;

b. meningkatkan pemahaman dan profesionalisme
Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan keuangan
Desa;

c. mengembangkan inisiatif dan prakarsa Pemerintah Desa
dan masyarakat untuk membangun Desa;

d. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di
Desa dalam menyusun rencana, melaksanakan,
mengendalikan, memanfaatkan memelihara  dan
mengembangkan pembangunan secara  partisipatif
sesuail dengan potensi Desa;

e. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan
kerja dan kesempatan berusaha serta pelayanan publik
bagi masyarakat Desa,;

f. menumbuhkembangkan pengalaman nilai-nilai
keagamsan dan sosial budaya, ketentraman dan
ketertiban masyarakat dalam kerangka pemberdayaan
masyarakat; dan

g. menggerakkan, mengembangkan dan melestarikan
partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat,

Bagian Ketiga
Sasaran

Pasal 4

Sasaran utama ADD adalah:

a. meningkatnya efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan
Dean;

bh. meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;

c. meningkatnya pengetshuan masyarakat tentang ADD
dan penggunaannya;



meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
Musrembang Desa dan pelaksanaan pembangunan Desa
secara partisipatif dalam rangka penyusunan APBDes:
terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD
dengan program-program pemerintah lainnya yang ada
di Desa;

meningkatnya partisipasi dan swadaya masyarakat serta
pemberdayaan masyarakat Desa;

merangsang pendirian BUM Desa yang terdiri dari unit-
unit useha yang berbadan hukum melalui penyertaan
modal Desa vang bersumber dari APBDes;

meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada
kegiatan pembangunan Desa; dan
terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Keempat
Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 5

Fengelolaan ADD didasarkan pada prinsip-prinsip:

a.

pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengeclolaan kcuangan Desa dalam
APBDes;

seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan secara
transparan terbuka dan diputuskan melalui
musyawarah Desa dengan melibatkan unsur lembaga
kemasyarakatan di Desa yang hasilnya dituangkan
dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes|, serta dilaksanakan dan
dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh
unsur masyarakat;

jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui ADD sangat
terbuka diprioritaskan untuk meningkatkan sarana
pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhsn
dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan
lainnyva yang dibutuhkan masyarakat desa;

masyarakat berperan aktf mulai proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;

seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif, tcknis dan hukum yuridis;

memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai
tugas pokok dan fungsinya;

ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat,
terarah dan terkendali serta seluruh penyelenggaran
kegiatan dan pertanggungjawabannya harus selesai
paling lambat akhir bulan Desember;

hasil kegialan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat
keberhasilannya  serta  dapat  dilestarikan  dan
dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya
pemeliharaan melalui partisipasi masvarakat; dan



i.

ADD tidak diperbolehkan digunakan untuk membiayai
ganii rugi tanah, pembayaran utang pribadi, golongan
masyaralat ataupun institusi/orgenisasi lainnya,
dipindah rekeningkan ke rekening lain selain kas desa
untuk alasan apapun, kegiatan politik praktis, kegiatan
yang sudah dibiayai dari sumber lain, serta
pembangunan tempat ibadah baru kecuali dalam bentuk
rehab atau pemeliharaan dengan memperhatikan
keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN, ARAH DAN RINCIAN PENGGUNAAN ADD

(1)

2)

(3)

Bagian Kesatu
Penetapan Desaran

Pasal 6

Melalui APBD Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016,
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran ADD

sebesar Rp. 22.999.600.000,- (dua puluh dua miliar
sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam rarus
ribu rupiah) untuk 83 (delapan puluh tiga) desa yang ada
di Kabupaten Buton.

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke
sefiap desa dengan mempertimbangkan Lkebutuhan
penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa,
penguatan lembaga kemasyarakatan desa serta
kebutuhan pembiayaan kegiatan di Desa.

Besarnya ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, tercantum dalam Lampiran | sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Arah dan Rincian Penggunaan ADD

Pasal 7

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)
dialokasikan untuk membiayai:

a.

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
selanjutnya disebut ADD Siltap, ditetapkan paling tinggi
sebesar 60 % (enam puluh persen) dari total ADD yang
diterima oleh desa; dan

kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa
dan pemberdayaan masyarakat desa, selanjutnya disebut
ADD Non Siltap ditetapkan paling sedikit sebesar 40%
(empat puluh persen) dari total ADD yang diterima oleh
desa.



Paragraf 1
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 8

(1) Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa se
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016 dianggarkan
dalam APB Desa vang bersumber dari ADD.

(2} Besarnya Penghasilan Tetap untuk setiap Kepala Desa
dan Perangkat Desa se-Kabupaten Buton Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
perbulan;

b. Sckretaris Desa scbesar Rp. 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah) perbulan;

c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; dan

d. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua
ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

(3) Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menerima
penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran II scbagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pembiayaan Kegiatan (ADD Non Siltap)

Pasal 9

(1) Penggunaan ADD Non Siltap untuk membiayai kegiatan
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa
dan pemberdayaan masyarakat desa, didasearkan pada
skala prioritas yang ditetapkan dalam APB Desa.

(2) Rincian penggunaan ADD Non Siltap untuk membiayai
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur
sebagai berikut:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebesar
Rp. 43.400.000,- (empat puluh tiga juta empat ratus
ribu ruapiah) deri total ADD Non Siltap untuk
membiayai kegiatan, meliputi:

1. Belanja Pegawai, dan belanja Barang dan Jasa
Pemerintah Desa sebesar Rp. 18.400.000,- [delapan
belas juta empat ratus ribu rupiah] yang digunakan
antara lain untuk:

a) honorarium PKPKD, PTPKD, TPK dan Panitia
Penerima Hasil Pekerjoan yang masing masing
besarannya dibahas dalam musyawarah Desa
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
memperhatikan asas kepatutan dan efisiensi
anggaran scria disesuaikan dengan kemampuan



keuangan Desa dan kepentingan publik yang
lebih besar;

b) Alat Tulis Kantor (ATK);

c) biaya rapat Pemerintah Desa;

d) biaya penggandaan,

e) biaya cetak/penjilidan;

f) pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan
peralatan kantor dan/atau belanja bahan bakar
dan minyak pelumas;

g) biaya perjalanan dinas, yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Desa dengan

berpedoman pada Peraturan Bupati yang
mengatur tentang Perjalanan Dinas.

2. Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) scbesar
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang
digunakan untuk:

a) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD yang
besamya ditetapkan dengan keputusan BPD,
sebesar Rp. 20.000.000,- (dus puluh juta
rupiah);

b) Kegiatan BPD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah), meliputi;

1) biayva rapat;
2) Alat Tulis Kantor (ATK);

3) biayve perjalanan dinas yang disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Desa dan
berpedoman pada Peratmuran Bupati yang
mengatur tentang Perjalanan Dinas.

b. Bidang Pembangunan Desa, ditetapkan sebesar
Rp. 26.200.000,- (dua puluh enam juta dua ratus ribu
rupiah) dari total ADD Non Siltap untuk belanja
barang dan jasa dan/atau belanja modal, sebagal dana
stimulan dalam kegiatan pembangunan desa, untuk
membiayai antara lain kegiatan pcmbangunan sarana
dan prasarana fasilitas umum di bidang pemerintahan,
kesehatan, pendidikan, teknologi tepat guna,
perekonomian, dan pemeliharaan fasilitas umum pada
skala Desa sesuai daftar prioritas pembangunan
berdasarkan musyawarah penggunaan ADD Non
Siltap.

c. Bidang pembinaan kemasvarakatan desa dan bidang
pemberdayaan masyarakat desa, ditetapkan sebesar
Rp. 62.600.000,- (enam puluh dua juta enam ratus
ribu rupiah) dari total ADD Non Siltap untuk belanja
barang dan jasa dan belanja modal, yang
diprioritaskan untuk kegiatan pembinaan dan
penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa,
meliputi:

1. penunjang kegiatan PKK sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) per tahun;



- penunjang kegiatan karang taruna sebesar
Rp. 10.006.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun;

- Insentif RT, dengan pagu anggaran sebesar
Rp. E_HII}D.DDU,- (lima juta rupiah| per tahun, yang
pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa;

- Insentif pengurus LPMD, dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per
tahun yang pcmbagiannya ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa;

. Insentif lembaga keagamaan sesuai
keanekaragaman pemeluk agama di setiap Desa
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
(seupuluh  juta rupiah) per tahun vyang
pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa;

. Insentif Lembaga Adat dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
per tahun yang pembagiannya ditetapkan dengan
Kepurtusan Kcpala Desa;

. Inscntif Majelis Taklim dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per
tahun yang pembagannya ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa;

. Insentif kader posyandu dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu
rupiah) per tahun yang pembagiannya ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

(3] Khusus kader posyandu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ Angka 8, ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas Kesehatan arau Keputusan Kepala

Puskesmas di wilayah masing-masing.

BAB IV
ORGANISASI PENGELOLA DAN PENDAMPING ADD

Bagian Kesatu
Tingkat Kabupaten

Pasal 10

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Desa, Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah
yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah.
Pasal 11

(1) Dalam pelaksanaan pengelolaan ADD, Pemerintah Daerah

membentuk Satker Tingkat Kabupaten yang berada pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa.



(2) Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah organisasi yang secara khusus mengelola
administrasi, pembinaan dan pengendalian ADD dan
bertanggungjawab mengendalikan kinerja dan kualitas
pendampingan para pendamping Desa di tingkat
Kabupaten dan Kecamatan.

(3) Pembentukan Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditctapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 12

(1) Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, terdiri atas:
a. Bupali Bulun scbagai Penanggung Jawab I;
b. Wakil Bupati Buton sebagai Penanggung Jawab II;
¢. Sekretaris Dacrah Kabupaten Buton scbagai Ketua;
d. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sckrctaris Dacrah
Kabupaten Buton sebagai Wakil Ketua I;

e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Buton sebagai Wakil Ketua II;

f. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Buton sebagai
Sekretaris;

Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton sebagal Anggota;

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Buton scbagai Anggota;
i. Kepala Inspektorat Dacrah Kabupatcn Buton scbagai
Anggota; dan
j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Buton sebagai Anggota.
(2) Satker Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan ADD meliputi penyaluran,

penggunaan, pelaporan dan evahuasi ADD;

b. merumuskan rincian besaran ADD yang diterima oleh

Desa;

c. mclakukan pembinaan dan pendampingan Lkepada
Pemerintah Desa dalam rangka perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan Desa dalam bentuk
pembekalan dan bimbingan teknis;

d. melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan Desa,

e. mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan
kegiatan sektoral;

f. membantu Pemerintah Daerah dalam hal melakukan
koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan
daerah vang terkait dengan perencanaan pembangunan
Desa;

g. melakukan fasilitasi kerjasama Desa dengan pihak
ketiga terkait pembangunan Desa;

o 0



h. melakukan sosialiasasi secara luas tentang kebijakan,
data dan informasi tentang/Dana Desa;

i. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam rangka tertib
administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban
penggunaan ADD;

i- melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan
pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan
mengkoordinasikan pada Inspektorat Daerah
Kabupaten Buton;

k. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan Dana Desa dalam setiap proses
tahapan kegiatan; dan

1. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanzan ADD
kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan
pengambilan kebijakan selanjutnya.

Pasal 13

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Satker
Tingkat  Kabupaten, dibentuk  Kelompok  Kerja
Kesekretariatan yang dikepalai oleh Sekretaris Satker
Tingkat Kabupaten dan dibantu oleh beberapa staf yang
secara khusus menangani ADD.

(2) Kelompok Kerja Kesekretariatan sebagaimana dimeksud
pada ayat (1) mempunyai tugas utama membantu Satker
Tingkat Kabupaten dalam melakukan verifikasi ulang atas
seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan,
pecleksanaan, maupun pertanggungjawabannya serta
memberikan rekomendasi pada setiap tahapan pencairan
dana yang diajukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa
sesuai hasil verifikasi Tingkat Kecamatan.

(3) Pembentukan Kelompok Kerja Kesekretariatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 14

(1) Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan Kepala
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra atau pejabat
lainnya di kecamalan melakukan kuordinasi
pendampingan, perencanaan, dan pembangunan Desa di
wilayah kecamatannya.

(2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Camat mempunyai tugas:

g. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai
kebijakan, data dan informasi tentang ADD;

b. membina dan  mengkoordinasikan  pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pecmbangunan Dcsa
(Musrembangdes) dalam wilayah Kecamatan,;



mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana
penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APBDes
yvang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang
tindih pembiayaan;

mendampingi Desa dalam menyusun rencana teknis
penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
mendampingi Desa  dalam  pengelolaan dan
pertanggungjawaban ADD;

melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan,
pengawasan, pemantauan/pengendalian, penelitan
dan memverifikasi kelayakan terhadap proses kegiatan
vang dibiayai dengan ADD dalam wilayah Kecamatan;
Camat membuat Lembar Kendali hasil verifikasi usulan
dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ADD
bagi Desa yang telah memenuhi persyaratan yang
dikctahui oleh Camat dan menyampaikannya kepada
Bupati Buton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarkat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton;
dan

memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam
pelaksanaan ADD dan melaporkannya kcpada Satker
Tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tingkat Desa

Paragraf 1
Kepala Desa

Pasal 15

(1) Kepala Desa adalah pemcgang kekuasaan pcengelolaan
keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelnl&an
keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a.

menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
dan percncanaan penggunaan ADD dengan melibatkan
RPD, dan lembaga kemasvarakatan desa untuk
membahas masukan dan usulan yang dituangkan
dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD;
mensosialisasikan Rancangan APBDesa  melalul
rapat/pertemuan untuk mendapat tanggapan
masyaralkat tentang penggunaan APBDesa;

menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan
dalam APBDesa;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBDesa;

menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang dan
aset Desa,

menetapkan PTPKD;



g. menetapkan TPK;

h. membentuk dan menetapkan panitia penerima hasil
pekerjaan;

1. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan Desa;

J- menetapkan petugas yang melalktukan pengelolaan
barang dan aset milik desa;

k. melaksanakan kegiatan-kegiatan vang dibiayai dari
ADD;

1. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap

pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana
yang dilaksanakan olch TPK;

m. mempertanggungjawabkan semua kegiatan baik yang
dibiayai dari Pendapatan Asli Desa (PADesa) dan yang
dibiayai dari ADD; dan

n. menyampaikan laporan realisasi perkembangan
kemajuan keuangan dan pelaksanaan kegiatan ADD
serta laporan swadayva masyarakat secara periodik dan
berjenjang kepeda Camat dan Bupati Buton Cq. Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Buton.

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan
Desa, dibantu oleh PTPKD.,

Paragraf 2
Pembentukan PTPKD

Pasel 16

(1) PTPKD sebapaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
berasal dari unsur Perangkat Desa,terdiri dari:

a. Sekretaris Desa; dan
b. Bendahara.
(2) PFTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.
(3) PTPKD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa;
b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Camat
atas petunjuk Kepala Desa; dan

c. menyampaikan laporan kegiatan baik fisik dan
keuangan kepada Kepala Desa.

Pasal 17

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf a bertindak seclaku koordinator pclaksana
teknis pengelolaan keuangan desa.



(2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada
ayzt (1) mempunyai tugas:

a.,

b.

menyusun rancangan Keputusan Kepala Desa tentang
pelaksanaan Peraturan Desa;

menvusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan
APBDesa;

menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa, perubahan APBDesa dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa,

menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;

menyusun dan melaksanskan pengelolaan barang dan
jasa;

membantu Kepala Desa dalam menyusun rencana
kegiatan yang dibiayai oleh ADD yang dituangkan
dalam AFBDesa dan dijabarkan dalam KAB
penggunaan ADD Non Siltap;

meclaksanakan kcgiatan bersama TPK;
memvcrifikasi RAB yang disusun oleh TPK;

melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan
atas hehan anggaran belanja kegiatan;

melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
kepada Kepala Desa;

menyiapkan dokumen  anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDessg;

. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan

dan pengeluaran APBDesa;

menyusun  pelapcran dan  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa;

melaksanakan pelavanan teknis administrasi kepada
Camat dan Satker ADD tingkat Kabupaten; dan

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
oleh ADD.

Pasal 18

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1]
huruf b di jabat oleh unsur Perangkat Desa.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungawabkan
penerimaan  pendapatan Desa dan  pengeluaran
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

(3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan den pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Paragraj 3
Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan

Passl 19

(1) Untuk melaksanakan pengadasn barang/jasa di desa,
Kepala Desa wajib mcnctapkan TPK dengan Keputusan
Kepala Desa.

(2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
unsur Pemerintah Desa dan unsur Lembaga
Kemasyarakatan Desa setempat.

(3) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diutamakan Kepala Urusan Pembangunan dan/atau
Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuan dalam
menjalankan tugas dan fungsinya.

(4) Unsur lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), harus anggota aktif dan memiliki
kompetensi dibidangnya.

(5) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung kepada
TPK berupa honorarium dan biaya keperluan lainnya
sepanjang vang berkaitan dengan kegiatan pengadaan
barang/jasa dimaksud.

(6) Besaran honorarium dan biaya keperluan lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan
kemampuan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan
Desa tentang APBDcs.

Pasal 20

(1) Keangeotaan TPK sebagaimana dimaksud dalem Pasal 19
ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua, berasal dari Unsur Perangkat
Desa;

b. 1 {satu) orang sekretaris, berasal dari unsur Aparatur
Desa atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
dan

c. 3 (tiga) orang anggota, berasal dari unsur Aparatur
Desa dan/atau dari unsur Lembaga Kemasyarakatan
Desa.

(2) Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota TPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), scscorang harus memcnuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki integritas, disiplin, dan bertanggungjawab
dalam melaksanakan tugas;

b. mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah
terlibat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. tidak sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa
dan/atau bendahara di Pemerintah desa; dan

d. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam
melaksanakan sctiap tugas/ pekerjaannya.



Pasal 21

(1) Dalam menyusun rencana pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, TPK memiliki tugas pokck dan kewenangan
sebagai sebagai berikut:

a.

menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan
data harga pasar sclecmpat atau harga pasar tcerdckat
dari Desa tersebut;

b. menetapkan Penyedia Barang/.Jasa;

menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen
pengadaan Barang/Jasa; dan
melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil

Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan
disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

(2) Jika anggaran belum tersedia, TPK dilarang mengadakan
ikatann perjanjian dan/atau menandatangani Surat
Perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;

Paragraf 4

Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Fasal 22

(1) Kepala Desa selaku PKPKDes wajib membentuk Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan dengan
Keputusan Kcpala Desa;

(2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagsimana dimaksud
pada ayat (1) harus terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yang
berasal dari unsur:

a.
b.

Aparatur Desa, sebanyak 2 (dua) orang; dan

Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebanyak 1 (satu)
orang.

(3) Untuk dapat diangkat sebagai Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, scscorang
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.i

b.

memiliki integritas, disiplin dan tanggungjawab dalam
melaksanakan tugas;

tidak sedang menjabat sebagai Sekretaris Desa
dan/atau bendahara di Pemerintah desa; dan

tidak menjabat sebagai anggota TPK.

Pasal 23

(1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas pokok dan
kewenangan sebagai berikut:

a.

menerima hasil pengadaan barang/Jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian; dan

b. membuat dan menandatangani Berita Acara Scrah

Tcrima Hasil Pekerjaan,



P.

(2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan yang tidak turut secrta mcnandatangani Berita
Acara Hasil Pemeriksasn dan/atau Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang
bersangkutan wajib memberikan penjelasan tertalis.

(3) Jika anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang tidak
turut serta menandatangani Berita Acara Hasil
Pemeriksaan dan/atau Berita Acara Serah Terima Hasil
Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayar (2) tidak
memberikan penjelasan tertulis, maka anggota lainnya
wajib melaporkan kepada Kepala Desa sclaku PKPKDes.

(4) Setelah menerima laporan dari anggota Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan, Kepala Desa selaku PKPKDes membuat
keterangan tertulis perihal tidak dibuatnya penjelasan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (4), merupakan bagian yang tidak terpisahikan
dari Berita Acara Pemeriksaan [Hasil Pekerjaan dan/atau
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Paragraf 5
BPD
Pasal 24
BPD secara kelembagaan melakukan pengawasar terhadap

keseluruhan kegiatan ADD baik dari tahapan perencanaan
dan pelaksanaan sampai pada pelaporan hasilnya.

BAB V

PERENCANAAN, PENYAMPAIAN USULAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Bagian Kesatu
Perencanaan ADD

Pasal 25

(1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa dan
penggunaannya terintegrasi dalam APBDes.

(2) Perencaaan program dan kegiatan ADD disusun dalam
forum musyawarah Desa tahun sebelumnya.

(3) Musyawarzh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan
dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban
masyarakat.




Pasal 26

Program dan kegiatan hasil musyawarah Desa yang akan
dibiayai dengan ADD Non Siltap dituangkan dalam Rencana
RAB yang disusun oleh TPK dan berdasarkan pada skala
privritas pembangunan tingkat Desa.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyampaian Usulan Kegiatan
yang dibievai dari ADD Non Siltap

Pasal 27

(1) Kepala Desa mengajukan usulan kcgiatan yang akan
dibiayai dari ADD Nnon Siltap kepada Satker Tingkat
Kabupaten pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa Kebupaten Buton disertai dengan
dokumen kelengkapannya setelah diketahui dan
diverifikasi terlcbih dahulu oleh Camat.

(2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), digjukan satu kali untuk satu tahun
anggaran paling lambat tanggal 8 April tahun anggaran
berjalan.

(3) Camat dengan dibantu oleh Sekretaris Camat melakukan
verifikasi atas usulan kegiatan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk setiap
Desa sejak diterimanya usulan.

(4) Hasil verifikasi yvang dilakukan oleh Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam lembar
verifikasi yang merupakan salah satu kelengkapan usular.

(5) Dokumen kelengkapan usulan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mcliputi:

a. Surat Pengantar dari Kcpala Desa;

b. Lembar verifikasi rencana penggunaan ADD Non Siltap
yvang diketuhnui Camat;

e. Surat Permohonan pencairan ADD Non Siltap yang
dibuat oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati
Buton Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton;

d. Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;

SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;

f. SK Bupati fentang Pengangkatan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD);

g. Perdes tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan Desa;

h. SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Personil dan
Besaran Insentif Lembaga Kemasyarakatan Desa;

i. SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa
Tahun Anggaran 2016;

j. Berita Acara Musyawarah Desa, terdiri dari:

@



1. Berita Acara tentang perencanaan pelaksanaan
kegiatan yang dibiayai dari ADD Tahun Anggaran
2016;

2. Berita Acara tentang pembentukan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Tahun Anggaran 20 16.

3. Berita acara penetapan besaran tunjangan pimpinan
dan anggpta BPD Tahun Anggaran 2016;

k. SK Kepala desa tcntang Penetapan Pemegang
Keluasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes),
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD),
Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan;

. SK Ketua BPD tentang Penetapan besaran tunjangan
pimpinan dan anggota BPD Tahun Anggaran 2016;

m. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran
berjalan;

n. RAB yang dibuat oleh TPK;

0. Foto 0% Kegiatan;

p. Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD)]
dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ]
tahun sebelumnya.

(7) Satker Tingkat Kabupaten meneliti kembali seluruh
kelengkapan dokumen usulan kegiatan desa yang
diajukan, sebelum mengeluarkan rekomendasi pencairan
dana.

Pasal 28

Format dokumen kelengkapan usulan kegatan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5), lercantum
dalamn Lampiran [I1 yang mecrupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Permintaan ADD Siltap

Pasal 29

(1) Kepala Desa mengajukan permintaan pembayaran ADD
Siltap kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
melalui Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan,
Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai Politik pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Buton.

(2) Pengajuan  permintaan pembayaran ADD  Siltap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi
dengan:

a. surat permintaan pencairan ADD Siltap vang
diketahui oleh Camat;



b. Daftar Hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan
sebelumnya;
c. SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan
d. SK Kepala Desa lentang Pengangkatan Perangkat
Desa.
(3) Permintaan pembayaran ADD  Siltap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat tanggal 7
bulan berjalan.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran dan Pencairan ADD

Paragraf 1
Penyaluran

Pasal 30

(1) Penyediaan dana untuk ADD dianggarkan dalam APBD
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kabupaten Buton.

(2) Penyaluran ADD Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1) huruf a, dan dilaksanakan setiap bulan.

(3) Penyaluran ADD Non Siltap sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam 2 (dual)
tahapan sebagai berileut:

a. Tahap 1 sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada
semester pertama; dan

b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus) pada
semester kedua.

(4) ADD ‘sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3),
disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa pada Bank
Mandiri Cabang Baubau olch Bendahara Pengeluaran
Bantuan Keuangan, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan Partai

Politik pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Buton.

Pasal 31

(1) Pada setiap tahapan pencairan ADD Non Siltap, Kepala
Desa melampirkan Kwitansi/Tanda Bukti Kas bermaterai
cukup dalam rangkap 5 (lima) sebagai bukt penerimaan
ADD.

(2) Pencairan dana ADD pada rckening kas desa dilakukan oleh
Kepala Desa dan Bendahara Desa dengan membawa:

a. Kartu [dentitas diri yang masih berlaku;

b. SK Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa; dan

¢. SK Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara
Desa.

(3) Dalam hal Bendahara Desa berhalangan hadir pada saat
pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Desa wajib membawa Sural Kuasa bermaterai
6.000,- dari Bendahara Desa.



Pasal 32

(1) Setelah ADD diterima oleh masing-masing Desa, Kepala
Desa segera mengadakan rapat atau musyawarah desa
untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan
penggunaan ADD sesuai dengan RAB yang telah disepakati.

(2) Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan
terhadap penggunaan dana ADD didcsanya.

BAB VI
PELAKSANAAN KEGIATAN
Bagian Kesatu
Unmmum

Pasal 33

(1) Kepala Desa mengourdinasikan persiapan dan pelaksanaan
kegiatan yang dananya bersumber dari ADD terhitung sejak
ditetapkan APB Desa.

(2) Kegiatan vyang telah ditetapkan dalam APBDes vyang
pembiayaannya bersumber dari ADD  sepenuhnya
dilaksanakan oleh Desa dengan berpedoman pada
Peraturan Bupati ini.

(3) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka
pelaksanaan ADD dilaksanakan melalui rekening kas Desa.

(4) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus didukung oleh bukti yang
lengkap dan sah.

Pasal 34

(1) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran
belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu
kas kegiatan schagai pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan di Nesa.

(2) Sekertaris Nesa wajib menguji ketersedian dana untuk
kegiatan yang akan dilaksanakan.

(3) Bendahara wajib melakukan pencatatan pengeluaran atas
setiap pembayaran yang telah dilakukan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 35

Tahapan persiapan kegiatan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) meliputi:

a. penetapan pelaksana kegiatan;



. sosialisasi kegiatan;

penyiapan dokumen administrasi kegiatan;
pengadaan tenaga kerja; dan

pengadaan bahan /material.
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Puarugraf 2
Penetapan Peluksana Kegialar
Pasal 36
(1) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan

Keputusan Kepala Desa.

(2) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah
domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana
Kepala Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pasal 37

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam
tahapan persiapan dan tahapan pclaksanaan kegiatan.

Paragraf 3
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 38

Kepala Desa melakukan sosialisasi rencana kerja kepada
masyarakat melalui:

a. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa;
b. papan informasi Desa; dan
¢. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf 4
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan Material

Pasal 39

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
Desa mengutamakan pecmanfaatan sumberdaya manusia dan
sumberdaya zlam yang ada di Desa serta mendayagunakan
swadaya dan gotong royong masyarakat.

Pasal 40

(1) Pelaksana  kegiatan mendayagunakan  sumberdaya
manusia yang ada di Desa, dengan melakukan:

a. pendataan kebutuhan tenaga kerja; dan
b. pembayaran upah dan/atau honor,

(2) Besaran upah danfatau honor  tenaga  kerja
memperhatikan kondisi Desa dan sesuai kondisi keuangan
Desa.



Pasal 41

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam
yang ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kehutuhan material/bahan yvang diperlukan;
dan

b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa.

(2) Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memperhatikan harga material/bahan yang
tersedia di Desa dan kondisi keuangan Desa.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kcgiatan
yang paling sedikit meliputi:

a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

b. perubahan pelaksanaan kegiatan;

c. pengclolaan pengaduan dan penyelesaian masalah; dan

d. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

Paragraf 2
Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan

Pasal 43

(1) Kepala Desa menyclenggarakan rapat kerja pelaksana
kegiatan dalam rangka pembahasan tentang
perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2} Pembshasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan laporan pelaksana kegiatan kepada Kepala
Desa.

Pasal 44

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42,
membahas antara lain:
a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;
b. pengaduan masyarakat;
¢. masalah, kendala dan hambatan; dan
d. perubahan kegiatan.

(2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan
rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), scsuai
dengan kondisi perkcmbangan pelaksanaan kegiatan yang
ada di Desa.
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Paragraf 3
Perubahan Pelaksaraan Kegiatan

Pasal 45

(1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan

kegiatan pembangunan di Desa dengan memperhatikan:

a. kenaikan harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material,

c. situasi khusus yang berkembang di masyarakat
berdasarkan skala priorilas; dan/atau

d. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam,
kebakaran, banjir dan /atau kerusuhan sosial.

(2) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanasn kegiatan
dalam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan
dan peraturan yang telah diatur dan disepakati.

Pasal 46

(1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membsahas dan
menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri
perubahan gambar desain dan perubahan rencana
anggaran biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan
kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur Desa.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi
dasar bagi Kepala Desa menetapkan perubahan
peleksanaan kegiatan.

(5) Perubahan pelaksanaan kcgiatan sebagaimana dimalesud
pada ayat (4] ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 4
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 47

(1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan
masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa.

(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan
penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling scdikit meliputi kegiatan:

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan
masyarakat;

c. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan  penetapan  status
penyelesaian masalah.




Paragraf 7
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Fasal S0

(1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa
dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga
hasil kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pelestarian dan pemanfaalun scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan
yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
dan

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok
pelestarian dan  pemanfaatan  hasil  kegiatan
pembangunan Desa.

BAD VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penatausshaan

Pasal 51

(1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan seliap
penerimaan dan pengcluaran serta melakukan turup buku
secara tertih.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang
yang dikelolanya melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 52

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat [2), menggunakan:

a. buku kas umum;
b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
¢. buku Bank.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 53

(1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD terintegrasi dalam
pertanggungjawaban APBDes.



(2) Pelaporan merupakan proses penyampaian data atau
informasi mengenai perkembangan atau kemajuan sctiap
tahapan dari pengelolaan ADD, kendala atau permasalahan
yang terjadi, penyerapan dana dan pencapaian sasaran
atau tujusn termasuk penggunaan dana.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa
Laporan pertanggungjawaban realisasi ADD Non Siltap
untuk tiap tahapan pencairan.

Pasal 54

(1) Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap
beserta dokumen kelengkapannya kepada kepada Satker
Tingkat Kabupaten pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton, setelah terlebih
dahulu diketahui dan diverifikasi oleh Camat setempat.

(2) Camat dalam melakukan verifikasi laporan
pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non Siltap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempecrhatikan
kesesuaian antara jenis kegiatan yang dinsulkan dalam
APBDes dan yang kegiatan yang diusulkan dalam RAB
ADD Non Siltap yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang
sah.

(3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan ADD Non Sillap scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk setiap tahapan pencairan dengan
ketenman:

a. Tahap I, disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli
Tahun Anggaran berjalan; dan

b. Tahap II, disampaikan paling lambat tanggal 31
Januari Tahun Anggaran berikutnya.

(4) Keterlambatan atas penyampaian laporan
pertanggungjawaban rcalisasi penggunaan ADD
scbagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi
administrasi berupa penundaan pencairan dana ADD Non
Siltap.

(5) Apabila sampai dengan minggu ketiga bulan Desember
tahun  Anggaran  berjalan Kepala Desa  belum
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi
penggunaan ADD Non Siltap Tahap 1 dan Tahap II tidak
dapat dicairkan.

Pasal 55

(1) Dukumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD
Non Siltap untuk membiayai kegiatan desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), terdiri dari:

a. Lembar Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban
Penggunzan ADD Non Siltap yang diketahui oleh
Camart;

b. Surat pengantar dari kepala desg;




c¢. Khusus untuk pencairan ADD Non Siltap Tahap II,
dilengkapi dengan Surat Permohonan Pencairan Tahap
11 dari Kepala Desa;

d. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil Pekerjaan;
. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan;
f Laporan Masalah, Kendala dan Hambatan;
g. RAB ADD Non Siltap yang dbuat oleh TPK untuk tiap
tahapannya;
h. Laporan Bulanan Realisasi Kemajuan Keuangan ADD
Non Siltap;
surat pernyataan tanggung jawab belanja;
Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
. Buku Bank Desa;
Buku Kas Pembantu Pajak;
. Buku Kas Umum (BKU);
tiap transaksi pembelian dengan melampirkan:
1. bukti kas (asli bukan fotocopy);
2. nota pesanan;
3. faktur; dan
4. berita acara serah terima barang;

(2) Bukti kas yang dibuat untuk pembayaran konsumsi rapat
harus dilampirkan dengan daftar hadir rapat.

(3) Setiap  transaksi pembelian dengan nilai diatas
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus menggunakan
materai 6.000,-.

(4) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di
dalam laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan
ADD Non Siltap harus pula dilampirkan dokumentasi
foto/ gambar pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan:

a. dokumentasi foto/gambar yang dilampirkan merupakan
foto/gambar dari scluruh tahapan kcgiatan pelaksanaan
pekerjaan dilapangan, dengan memuat catatan atau
keterangan ringkas didalamnya;

b. dokumentasi foto/gambar yang ditampilkan meliputi
foto/gambar kondisi 0%, 50% dan 100% pada setiap
tahapannya yang diambil pada sudut yang samd scria
foto/gambar yang memperlihatkan Lkegiatan yang
dikerjakan bersama mulai dari musyawarah sampai
pelaksanaan kegiatan.
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Pasal 56

Dokumen pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD Non
Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), khusus
untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah meliputi:

a. perjalanan dinas dari Desa ke Kecamatan terdiri dari:
1. bukti kas;
2. rincian penggunaan anggaran,

3. surat perintah tugas (SPT) yang ditandatangani oleh
Kepala Desa;



4. surat perintah perjalanan dinas (SFPD) yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa; dan

5. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas.
b. perjalanan dinas dari Desa ke Kabupaten terdiri dari:
1. bukt kas;
2. rincian penggunasn anggaran,
3. surat perintah tugas (SPT) vang ditandatangani oleh
Camat;

4. surat perintah perjalanan dinas (SPPD) yang keluarkan
nleh Camat:

laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang
diketahui oleh Camat.
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Pasal 57

Pertanggungjawaban penggunaan keuangan RPD yang di
danai melalui ADD Non Siltap dipertanggungjawabkan cleh
Bendahara Desa yang selanjutnya akan terakumulasi dalam
pertanggungjawaban penggunaan ADD Non Siltap.

Pasal 58

Format dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi
penggunaan ADD Non Siltap tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB VIIL
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

(1} Pemerintah  Daerah melakukan  pembinaan dan
pengawasan terhadap pengelolaan  keuangan dan
pelaksanaan ADD di desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk pengendzalian
terhadap pelaksanaan ADD.

(3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD
dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan
pengawasan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah Inspektorat Kabupaten Buton sebagai aparat
pengawasan internal Kabupaten.



Pasal 60

(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Dacrah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), dapat di
delegasikan kepada Camat atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kepala Desa wajib melaksanakan pemeriksaan terhadap
penatausahaan administrasi keuangan ADD yang
dilakukan oleh bendahara.

(3) Pemeriksaan penatausahaan administrasi keuangan ADD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sccara
rutin sctiap 3 (tiga) bulan sekali yang hasilnya dituangkan
ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Pasal 61

(1) Camat dan Inspektorat Kabupaten Buion wajib
menindaklanjuti setiap pengaduan dalam pengelolaan
ADD.

(2) Penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD, dilakukan
sccara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, tingkat
Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

BAB X
SANKSI

Pasal 62

(1) Setiap orang yang melanggar prinsip penggunaan ADD
schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, dapat
dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi
keperdataan.

(2) Saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa, pengawasan, pemberhentian scmeniara
pelaksanaan pckerjaan, denda administratif, danj/atau
daya palsa polisional.

(3) Sanksi keperdataan sehagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berupa ganti kerugian.

(4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengalokasian
dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten
Buton Tahun Anggaran 2015, dicabul dan dinyatakan tidak
berlakua.



Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari
2016.

Agar  sctiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Dilctapkan di Pasarwajo
pada tanggal 26 Januari 2016
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Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari
2016.

Agar secliap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2€ Jdsnuart 2016

BUPATI BUTON,
ttd

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkean di Pasarwajo
pada tanggal 27 Jsnwari 2016

SEKRETARIS DAERAH,

I~

Dra. Hi. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.5i
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 95



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

0% TAHUN 2016
26 JaNuag )

2016
: PENGALOKASIAN DAN PEDOMAN PENGELOLAAN

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON

TAHUN ANGGARAN 2016

PENETAPAN RINCIAN BESARAN ADD SETIAP DESA

KABUFATEN BUTON

NO, | NAMA KECAMATAN NAMA DESA JUMLAR
[Rp-}
J 2 3
I |PASARWAJO ~ |KAONGKEONGKEA 2?5 200,000.00
2 |PASARWAJO WAANGU ANGU 276,200,000.00
3 |PASARWAJO | WARINTA | 291,200,000.00
4 |PASARWAJO LAPODI 276,200,000.00
5 |PASARWAJO KANCINAA 261,200,000.00
6 |PASARWAJO |WINING iy [ 276,200,000.00
7 |PASARWAJO HOLIMOMBO JAYA 261,200, 000. 00
8 |PASARWAJO KONDOWA | 291,200,000.00
| 9 |PASARWAJO DONGKALA 291,200,000.00
| 10 |PASARWAJO LABURUNCI 291,200,000.00
11 |PASARWAJO BANABUNGI 276,200,000.00
12 |PASARWAJO KABAWAKOLE 1 261,200,000.00
| 13 |PASARWAJO MANTOWU B 261,200,000.00
14 |WABULA 'WASUEMBA 291,200,000.00 |
15 |WABULA WABULA 291,200,000.00
16 |WABULA ~ |WASAMPELA 261,200,000.00
17 |WABULA ~ |HOLIMOMBO 261,200,000.00
18 |[WABULA |KOHOLIMOMBONO . 261,200,000.00
19 |WABULA WABULA I 291,200,000.00
20 |WABULA |BAJO BAHARI 261,200,000.00
21 |WOLOWA KAUMBU 261,200,000.00
22 |[WOLOWA WOLOWA 276,200,000.00
23 |WOLOWA  |mATAWIA 276,200,000.00
24 |WOLOWA WOLOWA BARU - 261,200,000.00
25 |[WOLOWA |SUKAMAJU ~ 276,200,000.00
26 |WOLOWA 'BUNGI B 261,200,000.00 |
27 |WOLOWA ~ |GALANTI 261,200,000.00 |
| 28 |SIOTAPINA ~_ |waLomPo 276,200,000.00 |
| 20 [SIOTAPINA |[MATANAUWE ~ 306,200,000.00
| 30 |SIOTAPINA |SAMPUABALO 306,200,000.00
31 |SIOTAPINA KURAA ~ 261,200,000.00
32 [SIOTAPINA ~ |KUMBEWAHA 1321,200,000.00 |
33 |SIOTAPINA ~_ |MANURU 1306,200,000.00 |
34 |SIOTAFINA KARYA JAYA 276,200,000.00
35 |SIOTADINA LABUANDIRI I 276,200,000.00
| 36 [SIOTAPINA SUMBER SARI _ 306,200,000.00 |
| 37 |SIOTAPINA BAHARI MAKMUR 261,200,000.00 |
38 |SIOTAFINA GUNUNG JAYA 261,200,000.00
39 |LASALIMU SELATAN |[AMBUAU INDAH ~291,200,000.00
| 40 |LASALIMU SELATAN _|KINAPANI MAKMUR ~ 306,200,000.00
41 |LASALIMU SELATAN |MOPAANO 276,200,000.00
42 |LASALIMU SELATAN |UMALAOGE 276,200,000.00




43 |LASALIMU SELATAN |LASALIMU 291,200,000.00
44 |LASALIMU SELATAN [WAJAH JAYA 291,200,000.00
| 45 |LASALIMU SELATAN  [SIONTAPINA 276,200,000.00
46 |LASALIMU SELATAN |SIOMANURU B 291,200,000.00
47 |LASALIMU SELATAN  [MULYA JAYA 291,200,000.00
48 |LASALIMU SELATAN |HARAPAN JAYA 261,200,000.00
| 49 |LASALIMU SELATAN [SANGIA ARANO 261,200,000.00
| 50 |LASALIMU SELATAN |SUMBER AGUNG 261,200,000.00
| 51 |LASALIMU SELATAN |MEGA BAHARI 261,200,000.00
52 |LASALIMU SELATAN  |BALIMU 261,200,000.00
| 53 |LASALIMU SELATAN |AMBUAU TOGO 276,200,000.00 |
54 |LASALIMU SELATAN [REJO SARI 261,200,000.00
55 |LASALIMU KAKENAUWE 26 i’;?m,mn.nu
56 |LASALIMU WAOLEONA ~ 276,200,000.00
57 |LASALIMU __|LAWELE 276,200,000.00
58 |LASALIMU 'WAGARI ~ 276,200,000.00
59 |LASALIMU B SUANDALA 276,200,000.00 |
60 |LASALIMU SRIBATARA 276,200,000.00 |
61 |LASALIMU ___|r0oGO MANGURA 276,200,000.00
| 62 |LASALIMU LASEMBANGI 276,200,000.00
| 63 |LASALIMU BONELALO 291,200,000.00
64 |LASALIMU WASUAMBA = 291,200,000.00
| 65 |LASALIMU 'TALAGA BARU 276,200,000.00
66 |LASALIMU |WASAMBAA 291,200,000.00 |
67 |LASALIMU NAMBO 276,200,000.00
| 68 |LASALIMU |BENTENG 261,200,000.00
69 |KAPONTORI BARANGKA 321,200,000.00
| 70 |KAPONTORI |WAKALAMBE 276,200,000.00
71 |KAPONTORI BONEATIRO 276,200,000.00
72 |KAPONTORI LAMBUSANGO . 291,200,000.00
73 |KAPONTORI LAMBUSANGO TIMUR 291,200,000.00
74 |KAPONTORI _ |KAMELANTA 291,200,000.00 |
| 75 |KAPONTORI |ITODANGA 261,200,000.00
76 |KAPONTORI TUANGILA ) 261,200,000.00
| 77 |KAPONTORI ] BUKIT ASRI i ~ 261,200,000.00
78 |KAPONTORI MABULUGO IR 291,200,000.00
79 |KAPONTORI TUMADA ] 276,200,000.00
| 80 |KAPONTORI ~ |wakuL 261,200,000.00
81 |KAPONTORI |WAMBULU B 261,200,000.00
| 82 |KAPONTORI ~ |wAONDO WOLIO i 261,200,000.00
33 |KAPONTORI IBONEATIRO BARAT 261,200,000.00
JUMLAH 22,999,600,000.00
B?hﬂm BUTON,
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LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

02 TAHUN 2016
26 JANUAR)

2016
. PENGALOKASIAN DAN PEDOMAN PENGELOLAAN

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2016

JUMLAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
PENERIMA PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

TAHUN ANGGARAN 2016

8

KECAMATAN/DESA

KAUR

—

2

J 4

I. KEC. PASARWAJO

W
-

DESA KAONGKEONGKEA

DESA WAANGU ANGU

DESA WARINTA

DESA LAPODI

DESA KANCINAA

DESA WINING

DESA HOLIMOMBO JAYA

DESA KONDOWA

WO loo [=1|on [un |4 |2 b | —

DESA DONGEALA

DESA LABURUNCI

DESA BANABUNGI

DESA KABAWAKOLE

DESA MATOWU

Il. KEC. WABULA

DESA WASUEMEBEA

DESA WABLILA

DESA WASAMPELA

DESA HOLIMOMBO

DESA KOHOLIMOMBONO

DESA WABULA |

DESA BAJO BAHARI

0. KEC. WOLOWA

DESA KAUMBU

DESA WOLOWA

DESA MATAWIA

DESA WOLOWA BARU

DESA SUKA MAJU

DESA BUNGI

DESA GALANTI
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IV. KEC. SIOTAPINA
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DESA MATANAUWE

DESA SAMPUABALO

DESA KURAA

DESA KUMBEWAHA

o 2 oo |2
gmuoﬂ“mmﬂmqqmammmmmmmmmmqmmmmqnqmﬂﬂ_mr

DESA MANURLU

DESA KARYA JAYA

DESA LABUANDIRI

DESA SUMBER SAKI

DESA BAHARI MAKMUR

DESA GUNUNG JAYA
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[41]

V. KEC. LASALIMU SELATAN

et

'Y
0o
sk

39

DESA AMBUAU INDAH

40

DESA KINAPANI MAKMUR

41

DESA MOPAANO

42

DESA UMALAOGE

43

DESA LASALIMU

44

DESA WAJAH JAYA

45

DESA SIONTAPINA

46

DESA SIOMANURU

47

DESA MULYA JAYA

48

DESA HARAPAN JAYA

49

DESA SANGIA ARANO

o0

DESA SUMBER AGUNG

qﬂqmmmmwmmgmgw

51

DESA MEGA BAHARI

52

DESA BALIMU

o3

DESA AMBUAU TOGO

o4

DESA REJO SARI
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VI. KEC. LASALIMU
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DESA KAKENAUWE

o6

DESA WAOLEONA

ST

DESA LAWELE

58

DESA WAGARI

59

DESA SUANDALA

60

DESA SRIBATARA

61

DESA TOGO MANGURA

62

DESA LASEMBANGI

63

DESA BONELALO

DESA WASUAMBA

o |\0|oo |oo|oe |co|oe|oefoe |~

DESA TALAGA BARU

DESA WASAMBAA

67

DESA NAMBO

DESA BENTENG

VIl. KEC. KAPONTORI
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69

DESA BARANGKA

-t
—

70

DESA WAKALAMBE

71

DESA BONEATIRO

72

DESA LAMBUSANGO

T

[}

DESA LAMBUSANGO TIMUR

[

DESA KAMELANTA

75

DESA TODANGA

76

DESA TUANGILA

77

DESA BUKIT ASRI

78

DESA MABULUGO

79

DESA TUMADA

30

DESA WAKULI

81

DESA WAMBULU

B2

DESA WAONDO WOLIO

B3

DESA BONEATIRO BARAT
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LAMPIRAN [II PERATURAN BUPAT]I BUTON

[. FORMAT USULAN KEGIATAN

NOMOR . 03 TAHUN 2016
TANGGAL . 2€ JANUARl 2016
TENTANG .  PENGALOKASIAN DAN PEDOMAN PENGELOLAAN

ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON

TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT 1.1

1. BLANGKO VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD NON SILTAFP TIM

FASILITASI TINGKAT KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI RENCANA PENGGUNAAN ADD NON SILTAP

Desa - (Nama Desa)
Kecamatan : (Nama Kecamatan)
Kabupaten : Buton

Tahun Anggaran : 2016
Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Rencana Penggunaan ADD Non Siltap

b
8

PEMERIKSAAN

HASIL

URAIAN

ADA

TIDAK |
ADA

Surat Pengantar _

Surat Permohonan pencairan ADD Non Siltap

Foto Copy Rekening Desa

SK Kepala Desa

FIPNIAIS S

SK Pengangkatan BPD S ]

SK Pengangkatan LPMD

SK Pengangkatan Eendahara Desa

oo

Berita Acara Musyawarah Desa !

1) Berita acara tentm-ig ADD Non Siltap Taliﬁn ﬁnggaran 2016;

[ 5) Berita acara tentang pembentukan PTPKD, TPK, Panitia

Penerima Hasil Pekerjaan serta pengangkatan Ferangkat
Masjid dan Perangkat Adet Tahun Anggaran 2015;

3) Berita acara penetapan hesaran tunjangan pimpinan dan
anggota BEPD Tahun Anggaran 2015.

» |9

SK Penetapan PKPKDes, PTPKD, TFK dan Panitia Pencrima
Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2016

10.

11.

SK Penetapan Perangkat Masiid dan Perangi{at Adat Tahun
Anggaran 2016

SK Penetetapan Besaran Tunjangan Pimpinan Dan Anggota
BFD Tahun Anggaran 2016

12,

Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun 2016

13.

RAB yang d'ib'-.;at TPK

14.

Foto 0 % Keg!.ata.n -

15.

Laporan Penye}engga:aan‘ Pemerintahan Desa [LP‘I-'D}-
Akhir Tahun Anggaran

16,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Akhir Tahun Anggaran

Tanggal Verifikasi :

Megetahui :
Camat ... (Nama Kecamatan) Sekretaris Kecamatan,
TTD TTD
(Nama .Jelas) (Nama Jelas)

NIP. NIP.




. Surat Permohonan FORMAT .2

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

KECAMATAN ............. (Nama Kecamatan)
DESA ........ (Nama Desa)
veny rennsrnsnrenes 2016
Kepada
i - ¥th. Bupati Buton
: Permohenan Alokasi Cq. Kepala Badan Pemberdaya&an
Dana Desa (ADD) TA. 2016 Masyarakat dan Pemerintanan Desa
Kabupaten Buton
di -
Pasarwajo

Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan
membiavai program bidang Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,
Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarskat, maka unluk mencapai tujuan tersebut perlu adanya dana
stimulan sebagai peminjang kelancaran kegiatan yang dimaksud.

Schubungan dengan hal tersebut di atas, kami dari Pemerintah Desa .......
(Nama Desa) mengajukan permchonan di hadapan Bapek, kiranya dapat
diberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :

Surat Pengantar;

Lembar Verifikasi Rencana Penggunaan ADD yang diketahui Camat,

Surat Permohonan;

Foto Copy Rekening Pemerintah Desa;

SK Kepala Desa;

SK Pengangkatan Baden Permusyawaratan Desa (BRPD);

SK Pengangkatan LPMD;

SK Pengangkatan Bendahara Desa;

Berita acara musyawarah Desa.

a. Berita Acara tentang ADD:

b. Berita Acara tentang pembentukan PTPKD, TPK dan Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan;

¢. Berila acara penctapan besaran tunjangan pimpinan dan anggota
BPD Tahun Angegaran 2016.

10. SK Penetapan PKPKDes, FTPKD, TPK dan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Desa Tahun Anggaran 20 16,

11. SK Penetapan Besaran Honorarium PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan Alckasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016

12. SK Penetapan Honorarium RT, Pengurus LFMD, Perangkat Masjid atau
sebutan lain, Lembaga Adat, Majelis Taklim dan Kader Pnsyandu Tahun
Anggaran 2016;

13. SK Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD Tahun
Anggaran 2016;

14. Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 2016;

15. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

16. Foto 0% Kegiatan;

17. Laporan Penyclenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD] dan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya.

Vo~Nouhk b=

Demikian permchonan ini kami buat untuk disampaikan kepada Bapak, dan
atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.



3. Berita Acara

FORMAT I.3.A

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN ............. (Nama Kecamatan|
........ (Nama Desa)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

Dalam rangka perencanaan kegiatan ADD Desa ... (Nama Desa) di Desa .......
(Nama Desa) Kecamatan ...... (Nama Kecamatan) Kabupaten ....... (Nama
Kabupaten) Provinsi ...... (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal @ .....coooemnnmine i
Jam : dari pukul ...... s paknl ...,
Tempat - Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan
perencanaan kegiatan Alckasi Dana Dcsa (ADD) Desa yang dihadiri oleh walkil-
wakil dari masyarakat Desa, serta unsur lain vang terkait dengan perencanaan
kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

sasssmEnm

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini seria yang bertindak sclaku unsur
pimpinan rapal dan narasumbcr adalah:
A. Materi Pembahasan

1. Alokasi Dana Desa [ADD) Desa ....... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2016
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat e (Nama Kepala Desa) scbagai kepala Desa
G, o eaiin (Nama Ketua BPD) dari Ketua BPD
Sekretaris/Notulis : ....... (Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa
Narasumber v L (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa
2........ (Tokoh Agama) dari unsur Tukoh Agama
3. ....... (Tokoh Adat)dari unsur Tokoh Adat
4. ... (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda
TR (Perwakilan ~ Perempuan) dari Lembaga

- Kemasyarakatan Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana
tersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka
perencanaan kegiatan ADD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi Keputusan Akhir dan Musyawarah Desa ini yaitu:

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa ...... (Nama Desa] Kecamatan ........ (Nama
Kecamatan) scbesar Rp. .o, (terhilang huruf) terbagi dalam:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. ....... (terbilang huruf),
dipergunakan untuk:
a. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. ....... (terbilang huruf);
b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. ...... (terbilang
huruf).
2. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. ...... (terbilang huruf), dipergunakan

untuk pembangunan/perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana (Nuna
Kegiatan Sarana dan Prasarana)

3. Bidang Kecmasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. .......
(terbilang huruf), dipergunakan untuk:
a. Untuk menunjang kegiatan PKK sebesar Rp. ....... (terbilang hurif);



h. Untuk menunjang Kegiatan Generasi Muda sebesar Rp. ....... (terbilang

huruf);

¢. Honorarium RT sebesaar Rp. ....... (terbilang hurufl;

d. Honorariam Pengurusn LPMD sebesar Rp. ... (terbilang huruf};

e. Honorarium Perangkat Mesjid (atau sebutan lain sesuai keanekaragaman
pemeluk agama di setiap Desa) sebesar Rp. ....... (terbilang huruf);

f. Honorarium Perangkat Adat sebesar Rp. ....... (ierbilarng hurufj;

g. Honorarium Majelis Tuklim scbesar Rp. ....... (terbilang huruf);

h. Ilonorarium Kader Posyandu sebesar Rp. ....... (terbilang huruf].

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan peuuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mcstinya.

................ e 2015
Mengetahui:
Kepala Desa ....... (Nama Desa) Ketua BPD,
TTD TTD
(Nama Jelas) (Nama Jelas]
FORMAT L.3.B

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN ........ (Nama Kecamatan)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PTPKD), TTM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DESA ..... (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2016

Dalam rangka pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga

kemasyarakatan Desa ....... (Nama Desa)j di Desa ....... (Nama Desaj Kecamatan .......
(Nama Kecamatan) Kabupaten ... (Nama Kabupaten) Pravinsi ... { Nama
Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal @ ..o

Jam : dari pulaal ....... s.d. pukul .......

Tempat . Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah disclenggarakan pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka pembahasan
pembentukan organisasi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan lembaga
kemasyarakatan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat Desa, serta
unsur lain yang terkait dengan perencanaan kegiatan ADD, sebagaimana
tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan rapat dan narasumber adalah:
A. Materi Pembahasan
1. Pemnbentukan PTPKD, TPK, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa ...
(Nama Desaj Tahun Anggaran 2016
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : 1. ... (Nama Kepala Desa) sebagai Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes)



2. ....... (Nama Ketua BPD) dari Ketua BPD

Sekretaris/Notulis : ....... (Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa
Narasumber L. TEEEE (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa

9. ....... {Tokoh Agama) dari unsur Tokoh Agama

3. ....... (Tokoh Adat) dari unsur Tokoh Adat

! (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda

5 (Perwakilan  Ferempuun)  dar Lembaga

Kemasyarakatan Desa.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana
rersebut di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka
pembentukan organisasi pengelola ADD dan lembaga kcmasyarakatan Desa
memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan
Akhir dari Musyawarah Desa ini vaitu:
Susunan kepengurusan sebagai berikut:
A. PTPKD terdiri dar:

1. (Nama Jelas) Sckretaris Desa; dan

2. (Nama Jelas) Bendahara.

B. TPK terdiri dari: -
1. Ketua : (Nama Jelas) Kaur Pembangunan;
2. Sekretaris . (Namna Jelas) Ketua LPMD;
3. Anggota . (Nama Jelas) Kepala Dusun;

(Nama Jelas) Tokoh Pemuda;
(Nama Jelas) Perwakilan Perempuan.
C. Panitian Penerima Hasil Pekerjaan terdir dari:

1. Ketua : (Nama Jelas) Kepala Dusun;
2. Sckretaris : (Nama Jelas) Kepala Dusun/Anggota LPM;
3. Anggota . (Nama Jelas) Sekretaris LPMD.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

iy s D
Mengetahui:
Kepala Desa ....... (Nama Desa), Ketua BPPD,

TTD TTD

(Nama Jelas] (Nama Jelas)




FORMAT I.3.C

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN ........ (Nama Kecamatan)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ..... (Nama Desa)

BERITA ACARA
TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
DESA ....... (Nana Desa)
TAHUN ANGGARAN 2016

Dalam rangka penetapan tunjangan pimpinan dan anggota BPD Desa ....... (Nama
Desa) di Desa ....... (Nama Desa) Kecamatan ....... {(Nama Kecamatan) Kabupaten
....... (Nama Kabupaten) Provinsi ...... (Nama Propinsi), maka pada:

Hari dan Tanggal @ .....cooociiiinimnnn
Jam : dari pukul ....... s.d. pukul .......
Tempat . Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan rapat intern anggota BPD, sebagaimana tercantum dalam
lampiran Daftar Hadir.

Maleri atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan rapat dan narasumber adalah:
A. Materi Pembahasan
1. Penetapan Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggola BPD Decsa ....... (Nama
Desa) Tahun Anggaran 2016
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat - 1. (Nama Jelas) Ketua BPD
2. (Nama Jelas) Wakil Ketua BPD
Sekretaris/Notulis : (Nama Jelas) Sekretaris BFD
Narasumber : 1. (Nama Jelas) Anggota BPD;
2. (Nama Jelas) Anggota BPD;

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana
tersebut di atas, selanjutnya peserta rapat intcrn BPD dalam rangka penetapan
tunjangan pimpinan dan anggota BPD memuitiskan dan menyepakati beberapa hal
yang herketetapan menjadi Keputusan Akhir rapat ini yaitu:

1. Ketua - T4 AP
2. Wakil Ketua : Rp. ...
3. Sekretaris =iy + e
4. Anggota s RpE i
5. Anggota 8 V—

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..................... g resrnieniensneee 2016
Mengetahui:
Ketua BPD, Sekrtaris BPD,
TTD TTD

(Nama Jelas) (Nama Jelas)



P

4. Surat Keputusan

FORMAT 1.4.A

PEMERINTAII KABUPATEN BUTON
KECAMATAN _____.. (Nama Kecamatan)
DESA ..... (Nama Desa)

KEPUTUSAN KEPALA DESA ....... (Nama Desa)
NOMOR ..... TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKDes|, PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD),

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan :
PERTAMA :

KEDUA

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TFK) DAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA ...... (Nama Desa)

Undang-Undang Nomor ............. :
Peraturan Pemerintah NOMOT ......ccooeniians :
Kepulusail Presiden Republik Indonesia Nomor

SESTEUNCE -8

......................... »

4. Peraturan Menteri ........ccccoviciieninns -

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor ........... R :
6. Peraturan Bupat BUton ..........cceeeeniina 3

Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim
Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Desa: ....... (Nama Desa) Tehun Anggaran 2016 tanggal .......
2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan
Desa yang namanya dan/amau jabatannya tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini sebagai PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia

Penerima hasil Pekerjaan Non Siltap di Desa ....... {(Nama Dcsa)

Tahun Anggaran 2016.

Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan Desa

sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas

dan wewenang sebagai berikut:

A. Kepala Desa scbagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa (PKPKDes] mempunyai tugas dan wewenang
sebagai berikut:

B i :
= ——— dst.

E. PTPKD, mempunyai tuges dan wewenang sebagai berikur:

B T :

b. .......dst
C. TPK, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
= [

b. ....... dst.



D. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, mempunyai tugas dan

wewenang sebagai berikut:
B werrres 7
o ST [
KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2016.
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
Ditetapkan di ....... (Nama Desal
pada tanggal .......
Kepeala Desa ......., (Nama Desa)
TTD
Nama Jclas
LAMPIRAN @ KEPUTUSAN KEPALA DESA ....... (Nama Desa)
NOMOR ...... TRHUN 2016
TANGIOAL = ciseiassnsnnsens 2016
TENTANG : PENETAPAN PKPKDcs, PTPED, TPK DAN PANITIA
PENERIMA HASIL PEKERJAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DESA ....... (Nama Desa) TAHUN ANGGARAN
2016
JABATAN
NO NAMA JABATAN DALAM Bl
PENGELOLAAN "
1 2 3 4 5
1. | PEKPEDes
... (Nama Jelas) Kepala Desa PKFKdes
2. | PTPKD
a. ... (Nama Jelas) Sckretaris Desa Koordinator dan
Pelaksana Teknis
b. ... (Nama Jelas) Bendahara Bendahara
3. THi
a. ... (Namu Jelus) Kaur Pembangunan Ketua
| b. ... (Nama Jelas) Ketua LPM Sekretaris
| €. ... [Nama Jelas) Kepala Dusun Anggota
d. ... [Nama Jelas) Tokoh Pemuda Anggota
e. ... [Nama Jelas) Perwaldlan Perempuan Anggota
4. | Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan
a, ... (Nama Jelas) Kcpala Dusun Ketua i
b. ... (Nama Jelas) Kepala Dusun Sekretaris
2 €. ... (Nama Jelas) Sekretaris LPMD Anggota
Kepala Desa ....... ,(Nama Desa)
TTD

{(Nama Jelas)




FORMAT 1.4.B

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN ....... (Nama Kecamnatar)
DESA ..... (Numa Desa)

KEPUTUSAN KEFALA DESA ....... (Nama Desa)
NOMOR ..... TAHUN 2016

TENTANG
PENETAPAN BESARAN HONORARIUM
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKDes),
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD),
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DAN
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
ALOKAS] DANA DESA (ADD) DESA ....... (Nama Desa)
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA ....... (Nama Desa)

Menimbang

O oo
o
&
=
]

Undang-Undang Nomor ............. 2
Peraturan Pemerintah NOomor ......ccccccmveeeis;
Keputusan Presiden Republi Indonesia Nomor

Mengingat

o g

4. Peraturan Menteri .......ccooemurriannnees :
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton NOmMOT .........ccoeeieeaanns
6. Peraturan Bupati BUton .........ccceeemniinnen :

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim
Pengelola Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Desa ...... (Nama Desa) Tahun Anggaran 2016 tanggal ........
2016.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan

Desa yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam
lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini sebagai PKPKDes, PTPKD, TPK dan Panitia
Penerima hasil Pekerjaan Alokasi Dana Decsa (ADD) di Dcsa
.eveoe.(Nama Desa) Tahun Anggaran 2016.

KEDUA . Perangkat Desa/anggota lembaga kemasyarakatan  Desa
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas
dan wewenang sebagai berikut:

A. Kepala Desa sebagai Pemegang Kckuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa [PKPKDes) mempunyai tugas dan wewenang

sehagai berikut:
62 eenurel '
s DR -
B. PTPKD, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berilcut:
B aride
"3 D dst.

C. 'I”i’K, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
Ch erneect
", IR A



D. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, mempunyai tugas dan
wewenang sebagai berikut:

-

FEEEE

. - dst.

KETIGA PKPKDes, PTPKD, Tim Pengelola Kegiatan dan Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA
dan KEDUA diberikan honor yang dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ... (Nama Desa)] Tahun Anggaran
2016 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa ..... i
(Nama Desa) Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapal kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di ....... (Nama Desa)
pada tanggal .......
Kepala Desa ....... , (Nama Desa)
TTD
(Nama Jelas)
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA ....... (Nama Desa)
NOMOR ...... TAHUN 2016
TANCGGAL : ................. 2016
TENTANG : PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PKPKDes,
PTPKD, TPK DAN PANITIA PENERIMA HASIL
PEKERJAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA ......
(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN 2016
JABATAN BESARAN KETE
NO NAMA JABATAN DALAM HONOR RANGAN
PENGELOLAAN (Rp.)
] 2 3 4 5 6
1. | PKPKDes
... (Nama Jelas) Kepala Desa PKFPKdes
2. | PTPKD
a. ... (Nama Jelas) Sekretaris Desa Koordinator dan
Pelaksana Teknis
b. ... (Nama Jelas} Benddahara Bendahara
3. |TEK
a. ... (Nama Jelas) Kaur Pembangunan Ketua
b. ... (Nama Jelas) Ketua LPFM Sekretaris
c. ... (Nama Jelas) Kepala Dusun Anggota
d. ... (Nama Jelas) Tokoh Pemuda Anggota
e. ... [Nama Jelas) | Perwakilan Perempuan Anggota
4. | Panitia Penerima
Hasil Pekerjaan
a. ... (Nama Jelas) Kepala Dusun Ketua
b. ... (Nama Jelas) Kepala Dusun Sekretaris
. ... (Nama Jelas) Sekretaris LPMD Anggota |
Kepala Desa ....... ,(Nama Desa)
TTD
(Narng Jelas)




PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN ....... (Nama Kecamatan)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ..... (Vama Desa)

ﬁ

KEPUTUSAN BFD DESA ...... (Nama Desa)
NOMOR ..... TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPFD

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

Menetapkan :
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

DESA....... (Nama Desal
TAHUN ANGGARAN 2016

KETUA BPD DESA ....... (Nama Desa),

0
7

........................

1. Undang-Undang Nomor ............. 2
2. Peraturan Pemerintah Nomor .. i
3. Keputusan Presldcn Rel:luhhk Indonesia Nomor

4, Persturan Menteri . . :

5. Peraturan Daerah [{abupaten Butnn Nomnr ....................... -
6. Peraturan Bupati Buton ...........c.coeeeeins

Berita Acara tentang Penetapan Besaran '[Un]angan Pimpinan
dan Anggota BPD Desa (Nama Dcsa) Tahun Anggaran 2015
tanggal .......... 2016.

MEMUTUSKAN:

Mcnectapkan Besaran Tunjengan Pimpinan dan Anggota BFD Desa
(Nama Desa) Tahun Anggaran 2016 dengan besaran tunjangan
masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa .. (Nama Desa) Tahun Anggaran
2016 vang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa ...
(Nama Desa) Tahun Anggaran 2016.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan Flpﬂhl]ﬂ dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanalkan.

Ditetapkan di ....... (Nama Desa)
pada tanggal .......

Ketua BPD,
TTD

(Nama .Jelas)




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA ....... (Nama Desa)
NOMOR : ..... TAHUN 2015
TANGGAL 7 .o 2010
TENTANGC : PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA BPD DESA ...... (Nama Desa) TAHUN
ANGGARAN 2015
|
NO. NAMA JABATAN | BESAR Tg:f"*”“‘m KETERANGAN
1 2 3 4 | 5 )
1. | (Nama Jelas) Ketua
2. | (Nama Jelas) Wakil Ketua
3. | (Nama Jelas) Sekertaris
4. | (Nama Jelas) Anggota
5. | (Nama Jelas] dst. Anggota
Kepala Desa .......,(Nama Desa)
TTD
(Nama Jelas)
5. RAB
MORMAT L.5
RENCANA ANGGARAN BIAYA
ALOKASI DANA DESA (ADD)
DESA : (Nama Desa)
KECAMATAN : (Nama Kecamatarn)
TAHUN ANGGARAN ; 2016
JUMLAH DANA A - T W
[ HARGA
NO | URAIAN KEGIATAN VOLUME | SATUAN | saTUAN | JUMLAH
(Rp.) [Rp.)
1 2 2 4 5 6 (3X5)
1. Bidang Peniyelenggaraan Pemerintahan
Desa _ )
A Operasional Pemerintah Desa

1. Honorarium

.

Honor PEKPED

b.

Honor FIFELD

- Sekretaris Dean )

- Bendahara

c. Honor TPK

- Ketua

- Seloetaris

- Anggota (3 Orang)

533 I3 'S

Pekerjaan

3. llonor Panitic Penerima Hasil

- Ketua

- Bckretarie

3913

- Anggota
Jumlah 1

2. Belanja Darang dan Jasa

- ATK

Tahap

~ - Biaya Rapat

Tahap

Tahap

C—



- Cetak/Penjilidan

Tahap

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas,
Pemeliharaan Peralatan Kantor
dan/atau bahan bakar dan
minyak pelumas

Tahap

Jumlah 2

3. Belanja Perjalanan Dinas

- Kabupaten

Kali

- Kecamatan

Kali

Jumlah 3

Jumiah A [1+2+3)

__| B. Operasional BPD

1. Tunjangan Pimpinan dan

Anggota

----------- ———

- Ketua

- Waldl Ketua

- Anggota
Jumlak 1

2. Belanja Barang dan Jasa

- ATK

~Tahap

- Biaya Rapat

Jumlah 2

3. Belanja Perjalanan Dinas

- Kabupaten

- Kecamatan

Jumlah 3

Jurnluh B (1+2+3)

Jumlah 1 (A+B)

Bidang Pembangunan

Kegiatan Sarana dan Prasana

A. ... (Nama Kegiatan)

e dst

Jumlah 2

Bidang Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

A. Penunang Kegiatan PEKK

1. (Nama Kegiatan)

= ey dsat.

Jumlah A
B. Kepgiatan Generasi Muda

1. (Nama Kegiatan)

SRR dst.

Jumlak B

C. Honor Perangkat Masjid

P . Imam

- .

Jumlah C

D. Honor Perangkat Adat

1. ...... Bonto/Parabcla

T i dst.

Jumlah D

Jumlah 3 (A-B+C+D)

Jumlsgh 1+2+43

Disetujui/Mengesahkan:
Kepala Desa .......(Nama Desa),

TTD

(Nama Jclas)

Ketua TPK,
TTD

(Nama Jelas)




Cara pengisian:

tn A B b

kolom 1 diisi dengan nomor urut;

kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan;

kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/bharang;

kolom 4 diisi dengan satuan dapat berupa jumlah orang/barang;

kolom 5 diisi harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar
orang/ barang;

kolom 6 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 5.

6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LPPD DAN LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

DAN AKHIR MASA JABATAN

FORMAT 1.6.A

SISTEMATIKA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB 1 FPENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI

BAB Il RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
A. VISI DAN MISI
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
C. PRIORITAS DESA

BAB I KEWENANGAN DESA
A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Pelaksanaen Kegiatan
Tingkat Pencapaian
Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
Data Perangkat Desa
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Proses Perencanaan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
. Permasalahan dan Penyelesaian
B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN

KABUPATEN/KOTA
Pelaksanaan Kegiatan
Tingkat Pencapaian
Realisasi Program dan Kegiatan
Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Data Perangkat Dcsa
Alokasi dan Realisasi Anggaran
Permasalahan dan Penyelesaian

-l B it alop

AN RN

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Dasar Hukum
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Pelaksanaan Kegiatan
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Sumber dan Jumlsh Anggaran Yang Digunakan
Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
Sarana dan Prasarana

o D



8.

Permasalahan dan Penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1.

2.

3.
4.

Dasar Hukum

Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan
Sumber dan Jumlah Anggaran

Sarana dan Prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA

@
Rt i = N R B

o il e o o

Desa Yang Diajak Kerjasama
Dasar Haukum

Bidang Kerjasama

Nama Kegiatan

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Data Perangkat Desa

Sumber dan jumlah Anggaran
Jangka Waktu Kerjasama

Hasil Kerjasama

10. Permasslahan dan Penyelesaian

B

3.

4.
. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

g A 00 N O O B R D

. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Mitra Yang Diajak Kerjasama
Dasar Hukum

Bidang Kerjasama

Nama Kegiatan

Satuan Pelaksana Kegiiatan Desa
Sumber dan Jumlah Anggaran
Jangka Waktu Kerjasama

Hasil Kerjasama

Permasalahan dan Penyelesaian

ATAS DESA

Sengketa Batas Desa
Penyelesaian Yang Dilakukan
Satuan Pelaksana Kegiatun Desa
Data Perangkat Desa

Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
Status Bencana

Sumber dan Jumlah Anggaran

Antisipasi Desa

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Kelembagaan Yang Dibentuk

Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

ENYELENCGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Gangguan Yang Terjadi

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Penanggulangan dan Kendalanya

Keikutsertaan Aprdl Keamanan Dalam Penanggulangannya
Sumber dan Jumlah Anggaran



BAB I

BAB 1l

BAB III

BAB VI

BAB V

FORMATL6.B |

SISTEMATIKA
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

B. GAMBARAN UMUM DESA

C. KONDISI GEOGRAFIS

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
E. KONDISI EKONOMI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VIS DAN MISI

B. STRATEGI DAN ARAH KERLIAKAN DESA

C. PRIORITAS DESA

KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

Pclaksanaa Kegiatan

Tingkat Pencapaian

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Jumlah Pegawai dan Datanya

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Kondiei Sarana dan Prasarana

Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN /KOTA

Pelaksanaan Kcgiatan

Realisasi Program dan Kegiatan

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

Data Perangkat Desa

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Permasalahan dan Penyelesaian

SR R e

O 0 o

TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Dasar Hukum
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Pelaksana Kegiatan
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
Satuan Pclaksana Kegiatan Desa
Sarana dan Prasarana
Permasalahan dan Penyelesaiannya
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Nitugas Pembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

LR R P S

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

Desa Yang Diajak Kerjasama
Dasar Hukum

Bidang Kerjasama

Nama Kegiatan

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa

SR, G e



BAB1

BABII

BAB III

Data Perangkat Desza

Sumber dan Jumlah Anggaran
Jangka Wakru Kerjasama

Hasil Kerjasama

. Permasalahan dan Penyelesaian
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Mitra Yang Diajak Kerjasama
Dasar hukum

Bidang Kerjasama

Nama Kegiatan

Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
Sumber dan Jumlah Anggaran
Jangka Waktu Kerjasama

Hasil Kerjasama

Permasalahan dan Penyelesaian

SPoxX N

o |

ol b 028 Sl ok o 1o o

C. BATAS DESA
. Sengketa Batas Desa
. Penyelesaian Yang Dilakukan
. Satuan Kerja Perangkat Yang Menyelenggarakan
4. Data Pegawai
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
Status Bencana
Sumber dan Jumlah Anggaran
Antisipasi Desa
Satuan Kerja Perangkat Desa Yang Menangani Bencana
Kelembagaan Yang Dibentuk
. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4
<]

1
2
3

pa ol L b e

Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangannya
Sumber dan Jumlah Anggaran

FORMAT 1.6.C
SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR TAHLUIN ANGGARAN

PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
a. Potensi Unggulan Desa
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRRB

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. VISI DAN MISI

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA
PEMBANGIINAN .JANGKA MENENGAH DESA)

C. PRIORITAS DESA

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA



1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi

2. Target dan Realisasi Pendapatan

3. Permasalahan dan Penyelesaian
B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Keuangan Desa

2. Target dan Realisasi Belanja

3. Permasalahan dan Penyelsaian

BAB [V PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
1. Program dan Kegiatan
2. Reralisasi Pelaksanaan Kegialan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN/KOTA
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Dasar Hukum
Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Satuan Kerja Perangkat Desa
Kegiatan Yang Diterima
Sumber dan Jumlah Anggaran
Permasalahan dan Penyelesaian
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Titugas Pembentuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4, Sarana dan Prasarana

il ol

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Kchijakan dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
1. Kebijakan dan Kegiaan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
C. BATAS DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pclaksanaan Kcgiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa
5. Potensi Bencana Uyang Diperkirakan Terjadi
E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan Yang Tcrjadi
2. Satuan Pelzksana Kegiatan Desa
3. Data Perangkat Desa
4. Sumber dan jumlah Anggaran



BAB 1

BAB II

BAB IlI

BAB IV

5. Penanggulangan dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

FORMAT 1.6.D

SISTEMATIKA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
AKHIR MASA JABATAN

PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
B. GAMBARAN UMUM DESA
1. KONDISI GEOGRAFIS
2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
3. KONDISI EKONOMI
a. Potensi Unggulan Desa
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRE

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
A. VISI DAN MISI

B. STRATECI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
C. PRIORITAS DESA

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

l. Intenesifikasi dan Ekstensifikasi

2. Target dan Realisasi Pendapatan

3. Permasalahan dan Penyelesaian
B. PENGELOLAAN BELANJA DESA

1. Kebijakan Umum Kcuangan Desa

2. Target dan Realisasi Belanja

3. Permasalahan dan Penyelesaian

PENYELENGGARAAN URUSAN FEMERINTAHAN LAINNYA
A. KERJASAMA ANTAR DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETICGA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
C. BATAS DESA
1. Kebijakan dan Kegiatan
2. Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan dan Penyelesaian
D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya
Status Bencana
Sumber dan Jumlah Anggaran
Antisipasi Desa
Potensi Yang Diperkirakan Terjadi

o ke



E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.

@)
3.
4.
5.

Gangguan Yang Terjadi

Satuan Pelaksana Kegialan Desa

Sumber dan Jumlah Anggaran

Penanggulangan dan Kendalanya

Keikutsertaan Aparat Kemenangan Dalam Penanggulangan

BUFATI BUTON,

—

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN




LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BUTON
' NOMOR : 0z TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Januapy 2016
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENETAPAN
BESARAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON
TAHUN ANGGARAN 2016

II. FORMAT PELAPORAN KEGIATAN

FORMAT IL.A

1. Berita Acara

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN ............. (Nama Kecamatarn)
DESA ........ (Nama Desa)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MELALUI ADD

TAHUN ANGGARAN 2016
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa melalui ADD Desa ....... (Nama Desa)
di Desa ....... (Nama Desa) Kecamatan ....... (Nama Kecamatan) Kabupaten .......

[Nama Kabupaten) Provinsi ...... (Nama Propinsi), maka pada:

Harl dan Tanggal @ .ooocsmeeiensss
Jam : dari pukul ....... s.d. pukul .......

Tempat . Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan  pertemuan Musyawarah Desa dalam rangka
pertanggungjawaban kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa yang dihadiri olch
wakil-wakil dari masyarakat Desa, serla unsur lain yang tcrkait dengan perencanaan
kegiatan ADD, sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta vang bertindak selaku unsur
pimpinan rapat dan narasumber adalah:

A. Materi Pembahasan
Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini antara lain:
1. Laporan pelaksanaan kegiatan;
2. Tanggapan/masukan masyarakat atas lapcran pelaksanaan kegiatan:
3. Pembahasan tanggapan dan masukan masyarakat;
4. Merumuskan tindak lanjut tanggapan dan masukan masyarakat;
5. Dat ...
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : 1....... (Nama Kepala Desa) sebagai Kepala Desa

- SR (Vama Ketua BPD) dari anggola BPD
Sekretaris/Notulis . ... {Nama Sekdes) dari unsur perangkat Desa
Narasumber - 1. ....... (Perangkat Desa) dari unsur perangkat Desa

2........ (Tokoh Agama) dari unsur Tokoh Agama

L — ({Tokoh Adat) dari unsur Tokoh Adat

L, ZE R (Tokoh Pemuda) dari unsur Tokoh Pemuda

B s eiein (Perwakilan PKK) dari Tim Penggerak PKK Desa



Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi pembahasan sebagaimana tersebut
di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa dalam rangka perencanaan
kegiatan ADD memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa ini yaitu:

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa ...... (Nama Desa) Kecamatan ........ (Nama
Kecamatan) sebesar Rp. ...............cccnee. (terbilang huruf) terbagi dalam:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintzhan Dcsa sebesar Rp. ....... (terbilung huryf),
dipergunakan untuk:
a. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp. ....... (terbilang huruf);
b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. ....... (terbilang huruy).
2. Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. ...... (terbilang huruf), dipergunakan

untuk pembangunan/perbaikan/pengadaan sarana den prasarana (Nama
Kegiatan Sarana dan Prasarana)

3. Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. ......,
(terbilang huruf), dipergunakan untuk:

a. Untuk menunjang kegiatan PKK sebesar Rp. ....... (terbilang huruf);

h. Untuk menunjang kegiatan Generasi Muda sebesar Rp. ....... {terbilang huruf);
c. Honorarium Perangkat Mesjid sebesar Rp. ....... fterbilang huruf);

d. Honorarium Perangkat Adat sebesar Rp. ....... (terbilang huruf).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

s It | B [
Mengetahui:
Kepala Desa ....... (Nama Desa) Ketua BPD,
TTD TTD
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
FORMAT I1.B

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN {(Nama Kecamatan)
DESA ........ (Nama Desa)

BERITA ACARA
MELALUI MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PENYELESAIAN MASALAH
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2016

Eerkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pengelolaan kegiatan
pembangunan Desa yang dibiaya melalui ADD Desa ...... (Nama Desa) Tahun
Anggaran 2016, pada hari ini:

Hari dan Tanggal @ ..oviiviiiiiniiceiniennnes

Jam t dari pukul ... ... s.d. pukual ...

Tempat . Aula Kantor Desa (Nama Desa)

Telah diselenggarakan Musyawarah Desa untuk menyepakati penyelsaian masalah
yang dihadiri oleh Kepsala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wskil-walkil kelompolk
masyarakat, sebagaimana Daftar Hadir Terlampir.



A. Permasalahan yang dibahas:

......................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................................

Setelah dilakukan pembahasan terhadap permasalahan yang terjadi, peserta
musyawarah bersepakat serta memutuskan beberapa hal yvang berketetapan
menjadi keputusan akhir dari musyawarah penyelesaian masalah ini, yaitu:

...........................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

v i 201G

Mengetahui:
Kepala Desa ....... (Nama Desal Ketua BPD,
TTD TTD

(Mama Jelas) (Nama Jelas)
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III. FORMAT PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

FORMAT I11.A

1. BLANGKO VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TIM FASILITASI

TINGKAT KECAMATAN

LEMBAR VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD TAHAP I

Desa : (Nama Desa)
Kecamatan : (Nama Kecamatan)
Kabupaten : Buton
Tahun Anggaran : 2016
Jumlah Pagu ADD TA. 2016 : Rp,
Jumlah Dana Yang Diterima Tahap I ! Rp.
Saldo Tahap I Scbesar : Rp.
Jumlah Dana Tang Dipertanggungjawablkan : Rp.
Selisih : Rp.
Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan ADD
HASIL PEMERIKSAAN
NO. URAIAN TIDAK
ADA ADA
1. | Surat Pengentar
2. | Surat Permohanan Tahap I (Dua)
3. |Berita Acara Pemeriksaan Barang/Hasil

Pekerjaan

| 4. | Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
5. | Laporan Masalah, Kendala dan Hambatan
6. | RAR yang dibuat TPK untuk tiap tahapnya
i g Laporan Realisasi Kemajuan Fisik dan Realisasi
Penggunaan Dana
8. | Pemyataan I@_Mg_dawab Belanja
9. | Burat Permintaan Pembayaran (SPP)
_10. [ Buku Bank Desa _
1. Buku Kas Pembantu Pajak _ B
12. | Laporan Bulanan Realisasi Kemajuan Keuangan
ADD
13. .Bul‘:u Kas Umnum
14. | Foto 0%, 50% dan 100%
15. Buktl-buktl yang sah tentang penggunaan dana

ADD

Tanggal Verifikasi :

Megetahui :
Camat .... (Nama Kecamatan) Sekretaris Kecamatan,
TTD TTD
(Nama Jelas] (Nama Jelas)

NIP, NIP.



LEMBAR VERIFIKASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWARBAN ADD TAHAP I

Desa : (Nama Desa)
Kecamatan : (Nama Kecamatan)
Kabupaten : Buton

Tahun Anggaran : 2016

Jumlgh Pagu ADD TA. 2016 : Rp.

Jumlah Dana Yang Diterima Tahap I : Rp.

Saldo Tahap I Sebesar : Rp.

Jumlah Dana Tang Dipertanggungjawabkan : Rp.

Selisih : Rp.

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan ADD

HASIL PEMERIKSAAN

NO. URAIAN TIDAK
ADA ADA

1. | Surat Pengantar

2. | Surat Permohonan Tahap I (Dua) _
3 Berita Acara Pemeriksaan Hasil
_| Barang/Pekerjaan

4. |Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
S. | Laporan Masalah, Kendala dan Hambatan

6. | RAB yang dibuat TPK untuk tiap tahapnya
7. | Lapuran Realisasi Kemajuan Fisik dan Realisasi

Penggunaan Dana

Pernyataan Tanggung J awab Belanja

Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Buku Kas Pembantu Paj&k

8

g- -
10. |Buku Bank Desa
11

12

Lapc:r:.m Bulanan Realisasi Kemajuan Kcuangan
ADD

13. Buku Kas Umum

| 14, Foto 0%, 50% dan IDD%

'15. | Bukti-bukti yang sah tentang penggunaan dana
ADD

Tanggal Verifikasi :

Megetahui :
Camat .... ([Nama Kecamatar) Sekretaris Kecamatan,

TTD TTD

(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP. NIP.




2. Berita Acara [ FORMAT I11.B

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN ... (Nama Kecamatan)
DESA . (Nama Desa)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
NOMOR: ...ccoviieeieainiinannee

Pada hari ini ... tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu Enam Belas, yang bertanda
tangan di bawah ini:

1. Nama : (Nama Jelas) Jabatan : Ketua
2. Nama : [Nama Jelas) Jabatan : Sekretaris
3. Nama : (Nama Jelas) Jebatan : Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desz ... (Nama Desa) Nomer ... Tahun 2016
tentang tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
(PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaen Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa ... (Nama Desa) Tahun
Anggaran 2016, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah memeriksa
barang/pekerjaan dengan teliti sebagaimana daftar terlampir yang telah diserahkan
oleh Rekanan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Terdapat baik sesua dengan Surat SPK

b. Cukup/Kurang/Tidak Baik.

Barang yang dengan kondisi cukup/baik yang kami beri tanda “V”, selanjutnya akan
diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan, sedangkan yang tidak baik
kami beri tanda “X”".

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Mandar, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1. Nama : (Nama Jelas) Yo iy
Jabatan : Ketua
2.Nama : (Nama Jelas) B s e S IB
Jabatan : Sekretaris
(Nama Jelas) 3. Nama : (Nama Jelas) S L R

Jabatan : Anggota



DAFTAR NAMA PEKERJAAN YANG DIPERIKSA

No. | Nama Barang/Pekerjaan | Volume | Satuan Tanda Keterangan
1. |... (Nama
Barang/Pekerjaan)
Mandor, PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
1.Nama : (Nama Jclas) L wewmmann Spnaisn e
Jabatan : Ketua
2.Nama : (Nama Jelas) <
Jabatan : Sekretaris
(Narna Jelas) 3. Nama : (Nama Jelas) e PO TR
Jabatan : Anggota

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pada hari ini ... tanggal ...
bertanda tangan di bawsah ini:

Bulan ... Tahun Dua Ribu Enam Delas, kami yang

1. Nama ¢ (Nama .Jelas)
Pekerjaan :
Alamat - J—
Dalam han ini bertindak atas nama ....... (Rekanan) vang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
2. Nama (Nama Jelas)
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa
Alamat

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
harang/pekerjaan keparda PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima

barang/pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa:

No. Nama Barang/Pekerjaan Banyaknya

1. |... (Nama Barang/Pekerjaan)

Demikian berita acara serah terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya untuk dipergunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

PIHAK KEDUA FIHAK PERTAMA
TIM PENGELOLA KEGIATAN ATt e
KETUA,
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
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8. TANDA BUKTI
B KAS L FORMAT II1.H

Tanda bukti kas yang di buat oleh bendahara

Tah ggar TANDA BUETI KAS ‘
“Zﬁﬁ o No. Kode Rekening
UP/GU/TU /LS
Terima Dari :  Rendahara Pengeluaran
ARG Plis . RP-/ / Dengan Huruf Z

/

e

Yaitu untuk Pembayaran;

Surat-Surat bukti yang sah

Berupa surat pesanan fsarat
Periniah kerjafberita acara

dilarpirkan
Telah Diperiksa ! Telah dibayar lunas A U
Semju dibayar g1 - R —
Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Yang menerima,
TTD TTD TTD
= | iesi)
Catatan ;
Pendukung Tanda Bukti Kas terdini :
- Untuk Pembelian : Nota Pesanan, Faktur, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita
Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran Pgjak
- Rapart : Daftar Hadir dan Undangan
- Honaorarium : Daftar Penerimaan dan Surat Keputuszan yang mendasari
2 LA FEoahaN FORMAT IILI

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN ............. (Nama Kecamatan)
DESA ........ (Nama Desa)

NOTA PESANAN BARANG

NO: e f s [ 2016
Kepada ! eiee-. (Rekanan)
Pekerjean  : ....... (Pekerjaan Rekanan)
Alamat : veieens (Alamat Rekanan)

Diharapkan kepada saudara, pesanan barang sesuai daftar di bawah ini berkenan kiranya
di penuhi, antara lain:

NO NAMA BARANG /PERALATAN BANYAKNYA KETERANGAN
1 2 3 4
Barang / Peralatan tersebut di atas dipergunakan untuk keperluan pada ...... {Jenis
Pengadaan).
SRR~ & N § -
DISANGGUFI OLEH
PEMILIK BARANG, PEMESAN BARANG
TID TID

(Nama Jelas) Nama Jelas




10. FAKTUR

FAKTUR FORMAT III.I
Kepada
Yth Sdr. ....... {Pemesan Barang)
dl_ {Alamat Pemesan Barang)
Bersama ini kami kirim kepada Bapak barang-barang/alat/bahan sesuai Nota
Pesanan Nomor: ....... [iséi / 2016, sebagaimana tersebut di bawah ini :
NO | NAMA JENIS BARANG /ALAT | BANYAKNYA | H‘"‘RGEE;‘TUAN JUML‘;‘;IDI?‘RG"
1 2 3 4 5
JUMLAH
PP e | 4
TTD
Nama Jelas
11. BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG FORMAT IIL.K

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
KECAMATAN ............ (Nama Kecamatan)
DESA ........ (Nama Desa)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

NOMOR: ...............
Pada hari ini ....... (Nama Huari) tanggal ....... fTanggal) Bulan ....... (Nama Bulan}
Tahun Dua Ribu Enam Belss, yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : ....... (Nama Jelas) Jabatan : Ketua
2. Nama : ....... (Nama Jelas) Jabaten : Sekretaris
3. Nama : ....... (Nama Jelas) Jabatan : Anggota
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa ... (Nama Desa) Nomor ... Tahun 2016

tentang tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
(PKPKDes), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola
Kegiatan (TPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Desa ....... (Nama Desa/ Tahun
Anggaran 2016, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah memriksan
barang/pekerjaan dengan teliti sebagaimana daftar terlampir vang telah di serahkan
oleh Rekanan dengan kesimpulan sebagai berikut:

a. Kurang/tidak baik; dan atau

b, Cukup/baik.

Barang yang dengan kondisi cukup/baik yang kami beri tanda “V*, selanjutnya akan
diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan, sedangkan yang tidak baik
kami beri tanda “X".

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.



e

-,

Rekanaui: FANITIA FPENERIMA HASIL PEKERJAAN

.... (Nama Rekananj, 1.Nama - (Nama Jelas) Luuaei (TTD)
Jabatan : Ketua
TTD 2.Nama % S (Nama Jelas) 2+ seisivin (TTD)
Jabatan : Sekretaris
(Nama Jelas) 3. Nauna D eeen. (Nama Jelas) . (TTD)

Jabatan : Anggota

DAFTAR NAMA BARANG/PEKERJAAN YANG DIPERIKSA

Nama
No. Haring/ Prleriaat Volume Satuan ' Tanda Keterangan
(Y [, dst - - A% Baik dan Cukup
Rekanan: PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
e (Nama Rekanan), 1.Nama I eveens. (Nama Jelas) L wvenins (TTD)
Jabatan : Ketua
TTD 2. Nama I eieei.. (Wama Jelas) 2. uen... (TTD)
Jabatan : Sekretaris
(Nama Jelas) 3.Nama ! vieere. (Nama Jelas) A e (TTD)

Jabatan : Anggota

12. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG FORMAT IIL.L

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG /PEKERJAAN

Pada bari ini ....... (Numa Hari) tanggal ...... (Tanggal) Bulan ....... (Nama Bulan)
Tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama % amsass {Nama Rekanan)
Jabatan : ... (Jabatan Rekanan)
Alamat L i (Alamat Rekanan)
Dalam han ini bertindak atas nama ....... [Rekanan) yang sclanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.
2. Nama T s (Vama Ketua TPK)
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Alamat : ... {Alamat Ketua TPK)

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan
barang/pekeriaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima
barang/pekerjaan dari PIHAK PERTAMA berupa:

No. Nama Barang/Pekerjaan Banyaknya

Demikian berita acara serah terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya untuk dipergunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
TIM PENGELOLA KEGIATAN ... (Nama Rekanan),
KETUA,
TTD TTD

(Nama Jelas) (Nama Jelas)




13. DAFTAR PENERIMA HONOR FORMAT III.M
DAFTAR PENERIMAAN
v HONORARTIUM s
DESA : [(Nama Desa)
KECAMATAN . (Numa Kecamaian)
TAHAP Y SN
TAHUN : 2016
JUMLAH | o
NO NAMA JABATAN HONOR DIBAYARKAN TANDA TANGAN
(Rp.) -
(Rp.}
1. | (I
2 b A
JUMLAH
f Lunas Bayar Tgl .............
Mengetahui
Kepala Desa ....... (Nama Desa) Bendahara Desa ....... (Nama Desa),
TTD TTD
(Nama Jelas) (Nama Jelas)




ﬁmmﬁﬂ_ﬁ. m,Eﬂ._ﬁ—

all dLL
‘uejeidsy eussyerad ‘fosaq vupyy) esa(] ersday
:mlnaduapy
m Hﬁ—ﬂ .............. danrassanmaais

unisTN Bffue], eumny w088uy ¢ WIM-V Suminl ¥

BS2(] IBTVT ¢ S(] I eliadad : 34

Bsag wereq s g mendwiazad @ g

IopuBp PN Eel-peT @ ]

JUBguUBIalIY

HVYTINAr

T 5
g £
‘T T

7 ‘1

LTy uedue], (‘dy) | ('da) i °q | =a
lodwop dep | WIN-V | [el0L WY | P 3L (4 [288ue L InmuaW T | 1a PH | ) ¥d
Juedue] Jnuasuj _“MD—.H.__ . d | T WLI-V BUEN ON
Epue], e AQH {epump eliay Jueig uzury ey mess |

“dy joduro[ay 1a¥ MOH T yrun mpuseuy 00 e D/ e : Tef8uey, By Esup vreddua], iseameng @ 1suidoyd

tredy uedn], MOH T ¥Mun Jnuasuy(upinibay ISTYOT PN e 3 ueye1So) eexo] uoing : usjedngey

R 5 Bl1axad JI0H T yruun Jnuasug (upypbay swap) -+ : UBBiday STUIQ (UDIDWDOSY DWDA ' : UB1BUIED3Y

(DsaT pwmp) e s BS2(]

T e NI LVINNOA

(UBLrey WAsIg Ueelioad Yrmupn)
VidHEAdHd ALLNESNI NVONYL VUNVL NV d1UVH av.idvd

VIIHAHd ALLNESNI YWINEL YVONVI NVA MIAVH 3VLJIVa "+1

W W





